PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO
DENGAN
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: 32./L K [l /2022
NOMOR: ..1\9,..(0la00

TENTANG

PELAKSANAAN PEKERJAAN PENGUJIAN KUALITAS
AIR SUNGAI DAN AIR LIMBAH

Pada hari ini Sehm tanggal Due Pu,ul\.ga‘kbulan Maret Tahun Dua ribu dua puluh dua
bertempat di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa

Yogyakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama . Drs. SUMARSANA, M.Si
Jabatan . Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo
Alamat :JI. Sugiman, Margosari, Pengasih, Kulon Progo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Kulon Progo, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Nama . SETYARINI HESTU LESTARI, SKM, M.Kes
Jabatan . Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta.
Alamat - Ngadinegaran MJ 111/62 Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Balai Laboratorium
Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan

masing-masing disebut PIHAK bersepakat menjalin kerjasama untuk melaksanakan



pekerjaan pengujian kualitas air sungai dan air limbah dengan ketentuan dan syarat-syarat

sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

BAB |
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1
Maksud dan tujuan kerjasama ini adalah untuk pengujian kualitas air sungai dan air limbah

yang hasilnya dapat dibandingkan dengan Baku Mutu Lingkungan.

BAB Il
RUANG LINGKUP PERJANJIAN
Pasal 2

1. Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah pelaksanaan pekerjaan pengujian
kualitas air sungai sejumlah 36 (tiga puluh enam) yang diambil dari 4 (empat) sungai,
untuk tahap pertama sebanyak 18 (delapan belas) sampel dan untuk tahap kedua
sebanyak 18 (delapan belas) sampel

2. Pengujian kualitas air limbah sejumlah 40 (empat puluh) sampel yang diambil dari 16
(enam belas) IPAL Komunal dan TPA Sampah, untuk tahap pertama sebanyak 20
(dua puluh) sampel dan tahap kedua sebanyak 20 (dua puluh) sampel.

3. Parameter yang diuji antara lain :

a. Pengujian Kualitas Air Sungai

—

Suhu
Warna
TDS

pH

Cl

DO
TSS
Fluorida
Total Phosphat
10. Nitrit

11. Nitrat
12.COD
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13. Arsen
14. Pb
15.Cu

16. Sianida
17.Zn

18. Sulfida
19. BOD:s
20. Fenol
21. Deterjen
22. Coliform
23. Coli tinja
24. Kadmiun

b. Pengujian Kualitas Air Limbah

1) IPAL Komunal

a. BOD

b. COoD

¢ TSS

d. TDS

e, Detergen
f. Suhu

g. pH

h. coliform

2) TPA Sampah

a. BOD
b. COD
c. 185
d. TDS
€. suhu
f. pH
Seng
h. Besi

i Krom total



js Tembaga

K. Timbal
BAB Il
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

Kewajiban PIHAK KESATU

a. Mengambil dan menyerahkan sampel kepada PIHAK KEDUA

b. Membayar sejumlah uang atas pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan
PIHAK KEDUA sesuai tagihan PIHAK KEDUA ini.

Kewajiban PIHAK KEDUA

a. Melakukan pengujian dan menerbitkan Lembar Hasil Uji maksimal 18 (delapan
belas) hari kerja setelah sampel diterima

b. Menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK KESATU ini.

Pasal 4

Hak PIHAK KESATU

a. Menerima laporan hasil uji maksimal 18 hari setelah sampel diterima kepada
PIHAK KEDUA

b. Meminta penjelasan atas hasil pekerjaan kepada PIHAK KEDUA.

Hak PIHAK KEDUA

a. Menerima sampel air sungai dan air limbah dari PIHAK KESATU

b. Menerima sejumlah uang pembayaran dari PIHAK KESATU sesuai dengan
tagihan.



BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 5

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pengujian kualitas air limbah dan air sungai
ditetapkan dari bulan Maret hingga November 2022 terhitung sejak Surat Perjanjian

Kerjasama ini ditandatangani.

BAB V
BIAYA dan PEMBAYARAN
Pasal 6

1. Biaya pengujian kualitas air sungai dan air limbah sesuai dengan regulasi tarif

pelayanan di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi yang berlaku.

2. Pembayaran dari PIHAK KESATU dilakukan secara transfer ke rekening bank milik
PIHAK KEDUA sebagai berikut :

Pemilik : Penerimaan PPK BLUD Balabkes dan Kalibrasi Yogyakarta
Nama bank : Bank BPD Cabang Pembantu Prawirotaman

Alamat bank : JI. Parangtritis No. 55 Yogyakarta

No rekening : 060.111.000003




BAB VI
SANKSI
Pasal 7

Apabila terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan bertentangan dengan Perjanjian ini
dan mengakibatkan kerugian pada PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA

bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut.

BAB VI
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
Pasal 8

PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian dan keterlambatan
penyelesaian pekerjaan yang telah ditetapkan apabila terjadi keadaan memaksa
(force majeure).

Yang termasuk dalam force majeure dalam perjanjian kerjasama ini adalah:

a. bencana alam,

b. kebakaran,

c. aksi mogok kerja,

d. peperangan, pemberontakan, huru hara, dan epidemik.

Dalam hal terjadi force majeure, maka PIHAK KEDUA yang mengalami force
majeure harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU dengan
memberikan alasan serta bukti dari instansi berwenang selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut.

Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU dapat menyetujui atau
menolak secara tertulis mengenai keadaan memaksa tersebut, dalam waktu 7 x 24
jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut.

Jika dalam waktu 7 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan dari PIHAK KEDUA
kepada PIHAK KESATU tentang keadaan memaksa tersebut, PIHAK KESATU tidak
memberikan jawaban, maka PIHAK KESATU dianggap menyetujui akibat keadaan

memaksa tersebut.



BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, PARA
PIHAK sepakat menyelesaikan melalui jalur musyawarah.

Apabila upaya penyelesaian musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum

dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

BAB IX
PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 10

Penghentian perjanjian kerjasama dilakukan apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan
PARA PIHAK sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana
ditentukan dalam perjanjian kerjasama ini atau keadaan sebagaimana diatur dalam
Pasal 8.

Dalam hal perjanjian kerjasama dihentikan karena terjadi hal-hal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK KESATU wajib membayar kepada PIHAK
KEDUA sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah
dicapai.

Pemutusan perjanjian kerjasama dilakukan apabila PIHAK KEDUA cidera janji atau
tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.
Dalam hal perjanjian kerjasama dihentikan karena suatu sebab sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) maka PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi sebagaimana

diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.




BAB X
MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN
Pasal 11

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama satu tahun, terhitung sejak Surat Perjanjian

Kerjasama ini ditandatangani.

BAB XI|
PENUTUP
Pasal 12

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dan dibuat
dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum
yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU,
KEPALA BALA| LABORATORIUM KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KESEHATAN DAN KALIBRASI fABUPATEN KULON PROGO.

DINAS KESEHATAN DIY

. .
i’éh Drs. Sumarsana M.Si
NIP. 19650604 198803 2 011 A, NIP. 19630901 198303 1 003




